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PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Sry

ZZREL ;
Pl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dengan
persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 03 November 1991,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan
Barat, dengan domisili elektronik pada xxx@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Telaga Dua, 02 Maret 1989, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor
641/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin
tanggal 09 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1435 H.,
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yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten

Kubu Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 232/03/XI11/2013, tanggal 09

Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal

bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Rejo Agung, Rasau Jaya

selama 9 (sembilan) tahun hingga berpisabh;

3. Bahwa sebelum menikah status perkawinan Penggugat dengan

Tergugat adalah Janda Cerai Mati dan Jejaka;

4, Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhunbungan layaknya

suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

4.1 ANAK, NIK. 6112072308170001 yang lahir di Kubu Raya, 23-08-2017
Pendidikan belum sekolah;

Dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan

Penggugat;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya mula rukun

dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan sering terjadi

perselisihan yang disebabkan:

5.1 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dikarenakan Tergugat
malas bekerja dan gemar bermain judi online;

5.2 Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)
dengan menyeret Penggugat, sebab Penggugat melarang Tergugat
main judi online;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat terjadi pada tahun 2021, yang dikarenakan Tergugat hilang

tanpa kabar. Penggugat sempat mencari namun Tergugat tidak ditemukan. Di

bulan April 2024 Penggugat bertemu dengan Tergugat menanyakan kemana

saja selama ini, ternyata Tergugat mengaku sudah menikah lagi. Mendengar
hal itu Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan pernikahan dengan

Tergugat;
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7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung

selama 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 2021;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama

lain, dan ada upaya dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk

merukunkan kembali;

9. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat

merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan

pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat

perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat,( TERGUGAT ) terhadap
Penggugat,( PENGGUGAT );

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan

perundang-undangan yang berlaku;
Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
641/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 25 November 2024 dan tanggal 6 Desember 2024
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud
dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
6112074311910001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap
pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi
tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/03/XI11/2013 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Rasau Jaya Kabupaten
Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap
pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi
tanda P.2;
B. Saksi:
1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai sepupu
Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

menikah pada tahun 2013 yang lalu;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Rejo Agung sampai
dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja dan suka
bermain judi online. Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan
Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu
hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama
berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan
memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun
tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten
Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai
Teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2013 yang lalu;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Rejo Agung sampai
dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, keharmonisan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari
cerita Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat
suka bermain judi online dan ketika ditegur oleh Penggugat,
Tergugat tidak diterima dan marah-marah bahkan sampai
melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat pergi dari
rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling
berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun
tidak berhasil,

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
641/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 25 November 2024 dan tanggal 6 Desember 2024
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat
(1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak
tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat
dan Tergugat sudah sering bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja dan
gemar bermain judi online, Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan Rumah
Tangga (KDRT) dengan menyeret Penggugat, sebab Penggugat melarang
Tergugat main judi online, yang akhirnya sejak tahun 2021, Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga gugatan diajukan, selama
berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan
Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat
dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat telah
mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg,
sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
Tergugat malas bekerja, bermain judi online, dan bersikap kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2021, Penggugat
dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak
menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah

tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud
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Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin
dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal
yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan
kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila
perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan
yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi,
hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan gaidah figih yang dalam hal ini

diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

@L&AAJIQL}“,JQ{;.\EAMM‘;JJ

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik
manfaat”;

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat yang telah terbukti pecah (broken down marriage) dan tidak ada lagi
harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (onheel baar tweespalt) tidak
perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab
ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "Bahwa Mahkamah Agung
berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata
ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah
dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1)
dan (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli
hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil

alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:
Alb il ade glh g g3l da g3 A pae 20013

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;
maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil
Akhir 1446 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti,
S.H.l. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan
Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Ai Susanti, S.H.l. Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp  75.000,00
3. Panggilan Rp 100.000,00
4, PNBP Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000.00

Jumlah Rp 245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



